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ABSTRAK 

 

Praktik Kerjasama di bidang pertanian dalam Islam merupakan salah 

satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan. Praktik kerja sama dalam 

bidang pertanian dan pembagian hasil telah lama ditemukan dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia dan telah menjadi budaya bangsa. Pelaksanaan 

kerjasama yang sudah berlangsung selama ini di masyarakat Desa Babakan 

Loa diterapkan sesuai kepada kebiasaan dan kondisi penduduk setempat 

dengan menggunakan kerjasama dan sistem bagi hasil yang didasarkan 

kepada prinsip muzara’ah dan musaqah. Karena banyaknya para petani yang 

memiliki lahan yang luas dan mereka membutuhkan tenaga kerja untuk 

mengelola lahan tersebut. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerja 

sama (muzara’ah) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai dan agaimana 

tinjauan Hukum Islam mengenai praktik kerja sama (muzara’ah) dan bagi 

hasil dalam bidang pertanian cabai. Adapun penelitian ini dilakukan dengan 

mengkaji dan menganalisis yang didasarkan pada pandangan hukum Islam 

mengenai akad dan praktik kerja sama muzarah serta bagi hasil musaqah 

dalam bidang pertanian cabai.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan data penulis melakukan observasi 

dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) penelitian data maupun informasi bersumber dari lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik 

kerjasama muzara’ah dan bagi hasil musaqah dalam bidang pertanian cabai 

di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran telah 

sesuai dengan konsep muamalah. Karena akad kerjasama dan praktik 

pembagiannya masih bergantung kepada adat kebiasaan yang ada pada 

masyarakat setempat dasar hukumnya adalah ‘urf shahih. Ketentuan bagi 

hasil menggunakan sistem angka dengan persentase 60% untuk pemilik 

kebun dan 40% untuk penggarap guna menghindari kerugian di salah satu 

pihak. Mengenai praktik kerjsama dan bagi hasil di Desa Babakan Loa sesuai 

menurut tinjauan hukum Islam yang tergolong kepada muzara’ah dan 

musaqah. Oleh karena itu kebiasaan semacam ini sah-sah saja untuk tetap 

dijalankan atau dipertahankan, akan tetapi diperlukan sebuah pengetahuan 

untuk mengetahui pola bagi hasil pertanian menurut fiqh muamalah agar 

sistem atau pola bagi hasil pertanian cabai yang telah diterapkan itu sesuai 

dengan konsep bagi hasil pertanian dalam Islam 

Kata kunci: Kerjasama, Bagi Hasil, Hukum Islam 



 

 

ABSTRACT 

 

 The practice of cooperation in agriculture in Islam is one of the muamalah activities that is 

often carried out. The practice of cooperation in the agricultural sector and sharing of results has long 

been found in the lives of Indonesian people and has become the nation's culture. The implementation of 

cooperation that has been going on so far in the Babakan Loa Village community is implemented in 

accordance with the habits and conditions of the local population by using cooperation and a profit 

sharing system based on the principles of muzara'ah and musaqah. Because many farmers have large 

areas of land and they need labor to manage the land. 

 The formulation of the problem in this research is how to practice cooperation (muzara'ah) and 

profit sharing in the field of chili agriculture and how to review Islamic law regarding the practice of 

cooperation (muzara'ah) and profit sharing in the field of chili agriculture. This research was carried out 

by studying and analyzing based on Islamic legal views regarding muzarah cooperation contracts and 

practices as well as musaqah profit sharing in the field of chili farming. This research is descriptive with 

a qualitative approach, to obtain data the author carried out observations and interviews. This type of 

research is field research, research on data and information sourced from the field. 

 Based on the research results, it can be stated that the practice of muzara'ah cooperation and 

musaqah profit sharing in the field of chili farming in Babakan Loa Village, Kedondong District, 

Pesawaran Regency is in accordance with the muamalah concept. Because the cooperation agreement 

and distribution practices still depend on the customs that exist in the local community, the legal basis is 

'urf shahih. The profit sharing provisions use a number system with a percentage of 60% for the 

plantation owner and 40% for the cultivator to avoid losses for either party. Regarding the practice of 

cooperation and profit sharing in Babakan Loa Village according to Islamic law, it is classified as 

muzara'ah and musaqah. Therefore, this kind of habit is fine to continue or maintain, but knowledge is 

needed to know the pattern of agricultural product sharing according to muamalah fiqh so that the 

system or pattern of chili agricultural product sharing that has been implemented is in accordance with 

the concept of agricultural product sharing in Islam. 

 

Keywords: Cooperation, Profit Sharing, Islamic Law 
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MOTTO 

 

 ..."وَلقَدَْ مَكَّنّٰكُمْ فىِ الْْرَْضِ وَجَعلَْناَ لكَُمْ فيِْهَا مَعاَيشََِۗ "
 

“Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan 

Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu…” 

(QS. Al-A’raf (7): 10) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut penulis terlebih 

dahulu akan menjelaskan istilah yang dipergunakan dalam judul. Sebab judul 

merupakan sebuah kerangka bertindak, terutama dalam melakukan penelitian. 

Maka perlu terlebih dahulu ada penjelasan guna menghindari penafsiran yang 

berbeda dikalangan pembaca.  

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul ―Tinjauan 

Hukum Islam Mengenai Praktik Kerja Sama (Muzara’ah) Dan Bagi 

Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai”. Untuk menghindari salah 

penafsiran terhadap judul yang diajukan tersebut, maka akan di uraikan secara 

singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul, yaitu: 

1. Hukum Islam menurut ulama ushul fiqh adalah seperangkat peraturan 

berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku 

manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal 

bagi yang beragama Islam‖.
1
 

2. Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara dua orang atau lebih dalam 

mendistribusikan keuntungan atau kerugian sebuah bisnis yang berjalan, 

dengan seluruh atau salah satu dari mereka menjadi penanggungnya.
2

                                                           
1 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 11 ed., 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 5. 
2 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media, 2014), 137. 
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3. Muzara‟ah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak 

pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua 

yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi 

diantara mereka denghan pertimbangan setengah-setengah, atau sepertiga 

dua pertiga atau lebih kecil ataupun lebih besar dari nisbah tersebut, 

sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.
3
 

4. Bagi hasil (musaqah) adalah akad antara dua pihak (orang) saling 

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pemilik lain 

dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti syarat-syarat 

yang telah ditentukan.
4
 

5. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, 

industri, atau sumber energi, dimana didalamnya meliputi tanaman bahan 

makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya.
5
 

Berdasarkan pada beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami 

bahwa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk meninjau 

mengenai kajian Hukum Islam tentang sebuah kerja sama dan pembagian 

hasilnya di dalam bidang pertanian yang didasarkan oleh prinsip kerja sama 

(muzara‟ah) antara pemilik lahan pertanian dan penggarap yang terjadi di 

Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. 

 

                                                           
3 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153–55. 

4 Khumedi Ja‘far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Pusat Penelitian 

dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 178. 

5 Dumairy, Perekonomian Indonesia (Jakarta: Erlangga, 1996), 204–5. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Praktik Kerjasama di bidang pertanian dalam Islam merupakan salah 

satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan. Ditambah pula dengan 

keadaan geografis Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dengan 

tanah yang subur. Indonesia pada zaman dahulu sudah memiliki hasil alam 

yang melimpah, maka dari itu pihak penjajah berusaha menguasai indonesia 

untuk mengambil rempah-rempah hasil alamnya.
6
 

Praktik kerja sama dalam bidang pertanian dan pembagian hasil telah 

lama ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan telah menjadi 

budaya bangsa. Lampung merupakan salah satu dari daerah yang memiliki 

lahan dan penghasilan dari pertanian dan perkebunan yang melimpah karena 

sebagian dari masyarakatnya merupakan petani. Salah satunya adalah di Desa 

Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang keberadaan 

masyarakatnya bertempat tinggal di daerah dataran tinggi atau perbukitan 

dengan masih bergantung pada pertanian dan perkebunan seperti sayur-

sayuran dan buah-buahan. 

Pelaksanaan kerjasama telah dikenal dan berlangsung selama ini di 

masyarakat Desa Babakan Loa diterapkan. Menurut Bapak Rosyid selaku 

Kepala Desa beliau mengatakan, ―Sistem kerjasama pertanian ini sebenarnya 

telah dikenal dan juga diterapkan di masyarakat yang mungkin dikenal 

dengan berbagai macam sebutan dan penamaan yang berbeda. Ada berbagai 

macam kerjasama di Desa Babakan Loa. Salah satunya kerjasama ini akan 

                                                           
6 Zubaidah Nasution, ―Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. Iqtishadia,‖ 

Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 2, 3 (2016): 324–43. 
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membentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap yang didasari 

oleh rasa kekeluargaan dan diantara kedua belah pihak dan juga sangat 

membantu bagi masyarakat yang tidak memiliki sebuah lahan pertanian tetapi 

memiliki keahlian dalam pengelolaan dalam bertani yang kemudian akan 

dilakukan bagi hasil nantinya‖.
7
 

Kerjasama bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dan 

dalam membagi keuntungan tersebut tidak boleh menyimpang dari koridor 

hukum Islam.
8
 Namun dalam melakukan hal tersebut tidak selalu berhasil, hal 

ini salah satunya disebabkan oleh adanya keterbatasan akal dan pengetahuan 

manusia. Berdasarkan pada yang telah disampaikan oleh Bapak Rosyid 

bahwa kerjasama yang dilakukan di Desa Babakan Loa merupakan konsep 

kerjasama muzara‟ah di dalam Islam. 

Muzara‟ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau 

ladang dengan imbalan diambil dari sebagian hasilnya (seper-dua, sepertiga 

atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaandan benihnya di tanggung 

pemilik tanah.
9
  Sebenarnya akad muzara‘ah ini didasarkan dan bertujuan 

saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. 

Oleh madzhab Maliki dan Hanbali, pendapat mereka ini diperkuat oleh 

firman Allah: 

                                                           
7 Ahmad Rosyid, Sistem Kerjasama Pertanian di Desa Babakan Loa, Wawancara, Juni 6 

2023. 
8 Sohari Sahrani dan Abdullah Ru‘fah, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

177. 
9 Muh Ruslan Abdullah, ―Bagi Hasil Tanah Pertanian (muzara‘ah),‖ Al- Amwal: Journal 

of Islamic Economic Law, 2, 2 (2017): 151. 
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ّْيَاۙ  ٌْ فىِ اىْحَيٰ٘جِ اىذُّ ُٖ عِيْشَتَ ٍَّ  ٌْ ُٖ ْاَ تيََْْ َْ ُِ قسََ تَ رَتلََِّۗ ّحَْ ََ َُ رَحْ ْ٘ َُ ٌْ يقَْسِ ُٕ َ ا

قَ تعَْطٍ  ْ٘ ٌْ فَ ُٖ رَفعَْْاَ تعَْعَ تُ َٗ ََ رَحْ َٗ ٌْ تعَْعًا سُخْزِيًّا َۗ ُٖ َّخِذَ تعَْعُ درََجٰتٍ ىِّيتَ

 َُ ْ٘ عُ ََ ا يجَْ ََّ ٍِّ  ٢٣رَتلَِّ خَيْزٌ 

 ―Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang 

menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah 

meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, 

agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan‖. (QS. Az-Zukhruf: 

32) 

Pelaksaan kerjasama dan bagi hasil yang dilakukan di Desa Babakan 

Loa diawali dengan adanya akad atau perjanjian mengenai konsep pelaksaan 

dalam pengelolaan kebun dan sistem pembagian hasil melalui kesepakatan 

antara kedua belah pihak yakni antara pemilik lahan dan penggarap. Akad 

atau perjanjian yang dilaksanakan masyarakat setempat didasari rasa 

kekeluargaan dan kepercayaan yakni dilaksanakan secara lisan tanpa adanya 

saksi-saksi dan bukti tertulis sebagai prosedur hukum yang mendukung.  

Hal inilah yang membuat usaha pertanian merupakan usaha yang 

cukup banyak resiko, karena bisa saja dalam prosesnya tanaman terkena 

penyakit yang merusak pertumbuhan sehingga menyebabkan kerugian. Oleh 

karena itu adanya kerugian yang tidak terduga bisa saja menimbulkan 

perselisihan dan kesalahpahaman antara pemilik lahan dan penggarap. Bahwa 

sesungguhnya tidak bisa dipungkiri dalam praktik kegiatannya dapat 

menyalahi dari akad yang dilakukan diawal dan bisa saja menimbulkaan 

ketidaksesuaian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak.  
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Hal ini sangat berbeda dengan prinsip yang ada pada fiqh muamalah 

yang mengharuskan adanya kejelasan dalam melakukan suatu perjanjian 

kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian diantara keduanya. Dan apabila 

terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan tersebut maka akan 

mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan dosa bagi yang melakukannya. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud ingin mengetahui 

bagaimana praktik kerja sama dan pembagian hasil dalam bidang pertanian 

cabai apakah telah sah sesuai dengan akadnya dan bagaimana bila terjadi 

sebuah kerugian yang tidak terprediksi. Oleh karena itu peneliti mengangkat 

permasalahan tersebut dengan memuat judul:  

―Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerja Sama (Muzara‟ah) Dan 

Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai (Studi di Desa Babakan Loa 

Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)‖ 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang tinjauan hukum Islam 

mengenai praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 

Babakan Loa yang menggunakan sistem kerja sama (muzara‟ah) dan bagi 

hasil dalam bidang pertanian cabai. Adapun mengenai subfokus penelitian, 

penulis membagi menjadi 2 yaitu: 

1. Praktik kerja sama (muzara‟ah) dan bagi hasil dalam pertanian cabai 

2. Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik kerja sama (muzara‟ah) dan 

bagi hasil dalam pertanian cabai 
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D. Rumusan Masalah 

Bertolak pada latar belakang masalah, permasalahan yang dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana praktik kerja sama (muzara‟ah) dan bagi hasil dalam bidang 

pertanian cabai di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten 

Pesawaran? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai praktik kerja sama 

(muzara‟ah) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai Kecamatan 

Kedondong Kabupaten Pesawaran? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik kerja sama 

(muzara‟ah) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai di Desa 

Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjuan Hukum Islam 

mengenai praktik kerja sama (muzara‟ah) dan bagi hasil dalam bidang 

pertanian cabai Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran 

 

 

 

 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis 

tentang Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Kerja Sama 

(Muzara‟ah) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai (Studi kasus di 

Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran) dan 

diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian dalam 

bidang pertanian terutama mengenai pembahasan praktik kerja sama dan 

pembagian hasilnya. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan 

bagi masyarakat tentang Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Kerja 

Sama (Muzara‟ah) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai (Studi 

kasus di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten 

Pesawaran). 

Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar strata satu. Sehingga hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan data untuk penelitian lainnya yang dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran, pengetahuan, ilmu serta menjadi pedoman. 

 

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

Adapun dalam melakukan penelitian ini makanya perlu kiranya dilakukan 

kajian terhadap penelitian yang ada sebelumnya, agar bertujuan menghindari 

plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian 

ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan sebagai berikut: 
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1. Jurnal Abdul Muttallib (2015), yang berjudul ―Analisis Sistem Bagi Hasil 

Muzara‟ah dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya 

Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan 

di Kecamatan Praya Timur‖. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat di 

kecamatan Praya Timur menggunakan konsep nyakap. Konsep tersebut 

pada dasarnya sama saja dengan konsep muzara‟ah dan mukhabarah 

dalam islam, dengan pelaksanannya sebagai berikut, akadnya dilakukan 

hanya dengan lisan saja, terdapat dua jenis biaya yaitu biaya keseluruhan 

dari pemilik lahan (muzara‟ah) dan biaya yang ditanggung oleh 

penggarap (mukhabarah), sedangkan untuk pembagian hasil dilakukan 

dengan mengurangi biaya pekerjaan terlebih dulu dan alokasi bagi hasil 

ini masih dalam tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik 

lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk masa depan. 

Dalam kesejahteraannya masyarakat di Kecamatan Praya Timur 

penggarap lahan hanya terpenuhi pada kebutuhan dharuriyahnya saja, 

sedangkan pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan 

kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahterannya. Adapun 

perbedaannya dengan penelitian penulis yakni terdapat di dalam objek 

penelitian dan lokasi penelitian
.10

 

2. Skripsi Pebrianto Nur (2017) dengan judul ―Sistem Penggarapan Lahan 

Pertanian Pada Masyarakat Tiorang Kabupaten Pinrang (Tinjauan 

                                                           
10 Abdul Mutthalib, ―Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara‘ah dan Mukhabarah Pada Usaha 

Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik 

Lahan di Kecamatan Raya Timur,‖ Jurnal JIME, 2, 1 (2015): 7. 
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Muzara‟ah dan Mukhabarah). Dalam penelitiannya yang menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif yang mencoba meneliti apakah 

dalam pelaksanaan kerja sama dan bagi hasil yang dilakukan pada Desa 

Tiroang telah mengikuti sistem muzara‟ah atau mukhabarah. Kesimpulan 

yang diambilnya bahwa pada kenyataanya di masyarakat Tiroang lebih 

banyak yang menggunakan sistem mukhabarah dibandingkan dengan 

muzara‟ah. Dalam penelitian pertama di atas, terdapat sebuah persamaan 

dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Persamaannya 

terdapat daripada topik penelitian yakni mengenai muzara‟ah. 

Selanjutnya mengenai perbedaannya terdapat dari lokasi penelitian dan 

proses penyelenggaraan pertanian.
11

 

3. Skripsi Siti Amelia (2019) dengan judul ―Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam Muzara‟ah (Studi di Desa 

Walikukum Kec. Carenang Kab. Serang-Banten)‖. Fakultas Syariah, UIN 

Sultan Maulana Hasanuddin. Dalam penelitiannya yang menggunakan 

metode kualitatif induktif yang mencoba meneliti mengenai pembagian 

hasil kerja sama disimpulkan bahwa di Desa Walikukum benar 

menggunakan sistem muzara‟ah yang dari keuntungannya dibagi dengan 

sistem paroan sehingga terjadi saling membantu antara pemilik dan 

penggarap dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam penelitian di atas, 

terdapat pula sebuah persamaan mengenai topik yang diteliti yaitu 

                                                           
11 Pebrianto Nur, ―Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiorang 

Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara‘ah dan Mukhabarah),‖ Skripsi; Fakultas Syariah dan 

Hukum: STAIN Parepare, 2017, 61. 
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membahas tentang muzara‟ah. Adapun perbedaannya terdapat di dalam 

objek penelitian dan lokasi penelitian.
12

 

4. Skripsi Dwi Fatmawati (2019), dengan judul ―Tinjauan Hukum Islam 

tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun 

Kopi (Studi Kasus di Desa Tulang Jawa Kecamatan Pulau Panggung 

Kabupaten Tanggamus).‖ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. Dalam penelitiannya yang menggunakan metode 

kualitatif deskriptif adapun mengenai hasil penelitian tersebut adalah 

pembagian hasil oleh pemilik tanah yang tidak sesuai dengan apa yang 

sudah disepakati pada awal akad. Pada kesepakatan awal pembagian hasil 

ditentukan dengan paroan terhadap kerjasama dari kebun kopi dan sawah, 

namun yang terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam 

penelitian ketiga di atas, terdapat pula persamaan mengenani topik yang 

diteliti yaitu tentang kerjasama dan bagi hasil.
13

 Adapun perbedaannya 

dengan penelitian penulis yakni terdapat di dalam objek penelitian dan 

lokasi penelitian. 

5. Skripsi Noni Hestia Wulandari (2022), dengan judul ―Tinjauan Fiqh 

Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Perkebunan Antara 

Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Kampung 

Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten 

                                                           
12 Siti Amelia, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam Muzara‘ah 

(Studi di Desa Walikukum Kec. Carenang Kab. Serang-Banten),‖ Skripsi: Fakultas Syariah: UIN 

SMH Banten, 2018, 78. 
13 Dwi Fatmawati, ―Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam 

Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Tulang Jawa Kecamatan Pulau 

Panggung Kabupaten Tanggamus),‖ Skripsi; Fakultas Syariah: UIN Raden Intan Lampung, 2019, 

70. 
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Tanggamus).‖ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. Dalam penelitiannya yang menggunakan metode kualitatif 

deskriptif yang mencoba meneliti bahwa sistem musaqah yang cocok 

dalam penelitian karena tanaman sudah tersedia hanya memerlukan orang 

yang merawatnya, kerjasama bagi hasil perkebunan kopi dilakukan antara 

pemilik dan penggarap/pengelola kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak 

tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan 

waktunya tidak ditentukan. Pandangan Fiqh Muamalah tentang musaqah 

atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi merupakan kerjasama yang 

belum sesuai dengan konsep Islam, tetapi sudah dianggap sah walaupun 

tanpa perjanjian tertulis.
14

 Adapun perbedaannya dengan penelitian 

penulis yakni terdapat di dalam objek penelitian dan lokasi penelitian. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif analisis, 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan sistematis dengan mengangkat 

data yang ada di lapangan berdasarkan kejadian, fenomena atau 

keadaan secara sosial yang caranya dengan jalan mendeskripsikan 

sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang nantinya 

                                                           
14 Noni Hestia Wulandari, ―Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan 

Perkebunan Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Kampung Asam 

Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus),‖ Skripsi; Fakultas 

Syariah: UIN Raden Intan Lampung, 2022, 77. 
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akan diteliti kemudian menganalisisnya dan mendapatkan 

kesimpulan dari penelitian ini.
15

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat 

mengambarkan ataupun melukiskan suatu hal. Pengertian penelitian 

deskriptif adalah peniliti yang menggambarkan peristiwa yang 

terjadi dilapangan apa adanya dalam hal ini tentang praktik 

kerjasama (muzara‟ah) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai 

di Desa Babakan Loa. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 

yakni: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden penelitian yang merupakan sumber data utama yaitu 

pemilik lahan dan penggarap yang ada di Desa Babakan Loa 

Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak 

lain, tidak dari subjek penelitinya. Peneliti menggunakan data ini 

sebagai data pendukung yang berhubungan dengan peneliti. Sumber 

                                                           
15 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Research (Bandung: Tarsito, 1995), 58. 
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data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan 

lainnya yang terkait dengan peneliti yang akan dilakukan. 

c. Populasi dan Sampel 

1) Populasi  

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu 

yang memiliki karakteristik tertentu. Jelas, dan lengkap, objek 

ataupun nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa 

orang perusahaan, lembaga, media dan lainnya.
16

 Dalam 

penelitian ini populasi terdiri dari 12 orang para pemilik lahan 

dan penggarap yang melakukan praktik kerjasama dan bagi hasil 

di Desa Babakan Loa. Yaitu pemilik kebun berjumlah 6 orang 

pemilik kebun dan 6 orang penggarap kebun. 

2) Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang teliti.
17

 

Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya 

akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Pengambilan 

sampel menggunakan Teknik Non Probability yaitu Purposive 

Sampling. Purposive Sampling adalah Teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

tertentu yakni orang tersebut yang dianggap paling mengetahui 

tentang apa yang diharapkan dalam melakukan kegiatan yang 

                                                           
16 Susiadi As, Metode Penelitian (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan 

Lampung, 2014), 81. 
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rieneka 

Cipta, 1998), 174. 
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menjadi penelitian sehingga akan memudahkan peneliti dalam 

menjelajahi objek yang diteliti.
18

 Penulis ingin mengambil sampel 

objek sesuai dengan kriteria tertentu maka akan diambil sampel 3 

orang pemilik kebun dan 3 orang penggarap kebun yang akan 

dijadikan sebagai objek penelitian. Dengan alasan sudah 

memenuhi kriteria yang ada yakni telah melakukan kerjasama 

dalam bidang pertanian cabai yang telah berlangsung selama 2 

tahun dan telah melakukan pembagian keuntungan dari hasil 

pertanian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Teknik observasi yang penulis gunakan adalah observasi 

partisipatif pasif yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang 

diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
19

 

b. Wawancara 

Penulis akan menggunakan sebuah metode wawancara tak 

berstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak 

terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang 

                                                           
18 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2010), 307. 
19 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2013), 79.  
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akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa 

yang diceritakan oleh informan. Berdasarkan analisis terhadap setiap 

jawaban dari informan tersebut, maka peneliti dapat mengajukan 

berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu 

tujuan.
20

 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini digunakan penulis guna 

mendapatkan data mengenai sejarah, dokumen-dokumen, dan data-

data mengenai subjek atau objek yang akan diteliti yang berupa 

catatan, surat-surat, transkip, dan sebagainya. 

4. Metode Pengolahan Data 

       Pengelola data yaitu melakukan analisis terhadap data dengan 

metode dan cara-cara yang berlaku dalam penelitian. Pengelola data 

umumnya dilakukan dengan cara editing data yaitu pemeriksa kembali 

semua data yang di peroleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan 

makna, kesesuaian sarta relevensinya dengan data lain. 

5. Metode Analisis Data 

  Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode analisis kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang dapat di amati dari lokasi penelitian.  

                                                           
20 Sugiyono,Metode Penelitian Bisnis, 74. 
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Apabila penelitian analisis data sudah terkumpul secara 

keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode 

dedukif. Cara berfikir deduktif adalah dengan cara bermula dari kata 

yang bersifat umum tersebut di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.
21

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih memudahkan dan lebih sistematis dalam memahami 

skripsi ini, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi 5 bab, yaitu: 

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab, antaralain 

Penegasan judul, Latar belakang masalah, Fokus dan sub fokus penelitian, 

Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian terdahulu 

yang relevan, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.  

Bab II menjelaskan pandangan secara umum tentang Akad, 

Muzara‟ah dan Musaqah, seperti pengertian akad, dasar hukum akad, rukun 

dan syarat akad, tujuan akad, prinsip akad, berakhirnya akad, pengertian 

Muzara‟ah, Dasar Hukum Muzara‟ah dan, Rukun dan syarat Muzara‟ah, 

Hikmah Muzara‟ah, Berakhirnya akad Muzara‟ah, Pengertian Musaqah, 

Dasar hukum Musaqah, Rukun dan syarat Musaqah, Berakhirnya akad 

Musaqah 

Bab III menguraikan sekilas tentang penyajian data lapangan seperti 

historis dan geografis Desa Babakan Loa, keadaan penduduk Desa Babakan 

Loa, keadaan agama, keadaan ekonomi Desa Babakan Loa, keadaan 

pendidikan Desa Babakan Loa, dan keadaan sosial Desa Babakan Loa. 

                                                           
21 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Research, 28. 
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Bab VI menjelaskan Analisis Praktik Kerjasama dan Bagi Hasil dalam 

Pertanian Cabai di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten 

Pesawaran, dan Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerjasama 

(Muzara‟ah) dan Bagi Hasil dalam Pertanian Cabai di Desa Babakan Loa 

Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran 

Bab V penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian 

ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. 



 

19 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad 

1. Pengertian Akad 

Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua belah 

pihak itu sekarang dan yang akan datang. Pertalian ijab (pernyatan 

melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai 

dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. 

Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian 

umum, yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri atau 

bagi orang lain dengan kata harus.
22

  

Akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua 

belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul. Dengan demikian ijab 

dan qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukan 

suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, 

sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan 

syara. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau 

perjanjian dapat dikatagorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang 

tidak didasari pada keridhaan dan syariat Islam.
23

 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad 

adalah suatu perbuatan pertanyaan dengan menunjukan sesuatu atas 

keridhoan dalam suatu kesepakatan ataupun perjanjian yang diungkapkan 

                                                           
22 Eka Nuraini Rachmawati, Abu Mumin bin Ghani, ―Akad Penerbit Sukuk di Pasar 

Modal Indonesia Dalam Perspektif Fiqih,‖ Al-Adalah: Ejournal.radenintan, 1, 14 (2017): 4. 
23 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 27–28. 
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melalui ijab dan qabul diantaranya dua orang ataupun lebih sehingga 

terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. 

Bahwa akad adalah ―pertalian‖ ijab (ungkapan tawaran di situ pihak yang 

mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak-

pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Oleh karna 

itu di dalam Islam tidak semua kesepakata dan perjanjian yang tidak 

didasarkan pada keridhoan dalam syariat Islam. 

 

2. Dasar Hukum Akad 

a. Al-Qur‘an 

  Al-Qur‘an sebagai salah satu sumber hukum Islam yang 

utama, dalam masalah akad, sebagaian besar hanya mengatur 

kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-

Qur‘an sebagai berikut: 

ٌْ تَ  اىنَُ َ٘ ٍْ َ ا ا ْٰٓ٘ ا لََ تأَمُْيُ ْ٘ ُْ ٍَ َِ اٰ ا اىَّذِيْ َٖ َُ تِجَارَجً يٰٰٓايَُّ ْ٘ ُْ تنَُ ٰٓ اَ ٌْ تِاىْثاَغِوِ الََِّ يْْنَُ

ا  ًَ ٌْ رَحِيْ َُ تنُِ َ مَا َُّ اللّٰه ٌْ َۗ اِ ّْفسَُنُ ا اَ ْٰٓ٘ لََ تقَْتيُُ َٗ  َۗ ٌْ نُ ْْ ٍِّ ِْ تزََاضٍ   ٣٢عَ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), 

kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara 

kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29) 

Adanya larangan memakan harta sesama manusia secara 

batil dan harus adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, 

berimplikasi bahwa semua jenis akad timbal balik itu sah hukumnya. 

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut 

memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang dengan 
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kebebasan yang terbatas. Adanya unsur kesepakatan dalam ayat 

tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk shigat yang direalisasikan 

dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab dan qabul diadakan dengan 

maksud untuk menunjukkan adanya suka rela secara timbal balik 

terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan 

dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal 

balik.
24

 

 ََ يْ ِٖ ٌْ تَ دَِۗ احُِيَّتْ ىنَُ ْ٘ ا تِاىْعقُُ ْ٘ فُ ْٗ َ ا ا ْٰٓ٘ ُْ ٍَ َِ اٰ ا اىَّذِيْ َٖ ا يتُيْٰى يٰٰٓايَُّ ٍَ ًِ الََِّ  ّْعاَ حُ الََْ

ا يزُِيْذُ  ٍَ  ٌُ َ يحَْنُ َُّ اللّٰه ًٌَۗ اِ ٌْ حُزُ تُ ّْ َ ا َٗ يْذِ  حِيِّى اىصَّ ٍُ ٌْ غَيْزَ   ١عَييَْنُ

  “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji 

Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan 

kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (QS. 

Al-Maidah: 1) 

 Perintah untuk memenuhi akad atau perjanjian dalam ayat di 

atas berlaku secara umum baik perjanjian antara seseorang dengan 

dirinya, dengan orang lain, maupun dengan Allah SWT. Sehingga 

ayat ini telah menyiratkan bahwa kebebasan berakad dimana setiap 

akad/perjanjian apapun bentuknya harus dipenuhi selama akad 

tersebut tidak bertentangan dengan syara‘.
25

 

b. Hadits 

Hadits yang menjadi landasan hukum kebebasan berakad 

diantaranya yang diriwayatkan oleh Sunan Nasa'i berikut ini: 

                                                           
24 M Abdul Wahab Lc, Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah (Jakarta: Rumah Fikih 

Indonesia, 2019), 32. 
25 Ibid, 33. 
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 ِْ زٌ عَ ََ عْ ٍَ اقِ قاَهَ حَذَّثَْاَ  سَّ ُِ رَافِعٍ قاَهَ حَذَّثَْاَ عَثْذُ اىزَّ ذُ تْ ََّ حَ ٍُ أخَْثزََّاَ 

 ِ َٖى رَسُ٘هُ اللَّّٰ ِٓ قاَهَ َّ ِْ جَذِّ ِٔ عَ ِْ أتَيِ ِِ شُعيَْةٍ عَ زِٗ تْ َْ ِْ عَ بَ عَ أيَُّ٘

ِْ شَ صَيَّى  عَ َٗ تيَْعٍ  َٗ ِْ سَيفٍَ  ٌَ عَ
سَيَّ َٗ  ِٔ ُ عَييَْ احِذٍ اللَّّٰ َٗ ِِ فيِ تيَْعٍ  زْغَيْ

 ِْ ََ ٌْ يعُْ ا ىَ ٍَ ِْ رِتْحِ  عَ َٗ ْْذكََ  ا ىيَْسَ عِ ٍَ ِْ تيَْعِ  عَ َٗ  
 

Sunan Nasa'i 4552: Telah mengabarkan kepada kami 

Muhammad bin Rafi', ia berkata: telah menceritakan kepada kami 

Abdur Razzaq, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ma'mar 

dari Ayyub dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia 

berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual 

beli dengan syarat diberi hutang, dua syarat dalam satu akad jual 

beli, dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.26 

 

Hadits di atas menguatkan kaidah bahwa asal hukum dalam 

perikatan/pejanjian adalah boleh. Sebab jika tidak demikian tidak 

mungkin kita diperintahkan untuk memenuhi akad /perjanjian yang 

kita sepakati secara umum.
27

 

 

3. Rukun dan Syarat Akad 

a. Syarat Akad 

Pendapat Abdul Wahab Khalaf adalah sesuatau yang akan 

status adanya hukum karena adanya syarat dan ketiadaan syarat 

berakhir ketiadaan hukum.
28

 Syarat merupakan sesesuatu yang ada 

dalam suatu hukum yang menetapkan hukum tersebut sah ataupun 

tidaknya, dengan kata lain hal penting yang menentukan keabsahan 

tentang suatu hukum. Untuk melangsungkan suatu akad yang yang 

                                                           
26 Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'abi bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar 

alKhurasani an-Nasa'i, Sunan Nasa'i juz 44 (Maktabah al Ma'Arif Riyadl), h.4553 
27 M Abdul Wahab Lc, Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah, 35. 
28 M Abdul Wahab Lc, Ilmi Ushul Fiqh, 188. 
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diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat yang 

wajib disempurnakan demi keabsahan akad tersebut. Syarat-syarat 

terjadi akad terbagi menjadi dua macam yaitu:  

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, adalah syarat-syarat yang 

wajib di sempurnakan wujudnya dalam berbagai akad.  

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, adalah syarat-syarat yang 

berwujudnya wajib ada dalam sebagian akad.
29

 

Sedangkan pendapat Nasroen Harun
30

 bahwa syarat-syarat 

yang harus dipenuhi dalam berbagai akad yaitu:  

1) Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak 

hukum (mukallaf) dan objek akad itu merupakan milik orang 

yang tidak ataupun belum cakap bertindak hukum maka harus 

dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, apabila suatu akad yang 

dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz 

secara langsung hukumnya tidak sah.Tetapi jika dilakukan oleh 

wali mereka dan sifat akad yang dilakukan memberikan manfaat 

bagi orang-orang yang diampuninya maka akad itu hukumya 

sah. 

2) Objek akad itu diakui oleh syara‘ untuk objek akad ini 

disyaratkan pula: 

a) Berbentuk harta,  

b) Dimiliki oleh seseorang, dan  

                                                           
29 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 49. 
30 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 101–4. 
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c) Bernilai harta menurut syara. Oleh sebab itu jika objek akad 

itu sesuai yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka 

akadny tidak sah. Seperti Khamar. 

3) Akad itu tidak dilarang oleh nas (Al-Quran dan hadits) syara. 

4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang 

terkaid untuk akad ini. Adalah, disamping memenuhi syarat-

syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad itu juga 

harus memenuhi syarat-syarat khususnya. 

5) Suatu akad bisa bermanfaat. 

6) Pernyataan ijab tetep utuh maupun sahih sampai terjadinya 

qabul. Apabila ijab tidak sahih lagi apabila qabul 

diucapakannya, maka akad itupun tidak sah. 

7) Ijab maupun qabul dilakukan dalam satu majelis, adalah suatu 

kedaan untuk mengambarkan terjadinya sesuatu transaksi. 

8) Tujuan akad itu harus dijelaskan dan diakui oleh syara, tujuan 

akad ini terkait erat dengan bentuk akad yang dilakukannya. 

b. Rukun Akad 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab 

dan qabul. Adapun orang yang mengadakan sebuah akad atau atau 

hal-hal lainnya yang menunjukan terjadinya akad tidak dikatagorikan 

rukun sebab keberadaannya sudah jelas atau pasti. Ulama selain 

Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu: 

1) Orang yang berakad atau subjek (aqid).  
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2) Benda-benda yang akan di akadkan atau objek akad (maqud) 

3) Maudhu Al-Aqid adalah tujuan atau maksud yang mengadakan 

akad. 

4) Shighat, yaitu ijab qabul. Definisi ijab menurut ulama 

Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang 

menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, 

baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan 

qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang 

mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan 

orang penerima.
31

 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, 

sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut 

yang membentuknya. Rumah misalnya, terbentuknya karena adanya 

unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, atau tiang, lantai, 

dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-

unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.  

Menurut Hendi Suhendi,
32

 hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam pernyataan Sighat al-aqd (ijab dan qobul) adalah sebagai 

berikut:  

1. Sighat al-„aqd (ijab dan qobul) harus jelas pengertianya. Kata-

kata dalam Sighat al-„aqd (ijab dan qobul) harus jelas dan tidak 

memiliki banyak pengertian.  

                                                           
31 Dimyauddin Djuawaini, Pengantar Fiqh Muamalat (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 

2010), 51. 
32 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 47–48. 
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2. Harus sesuaian antara Sighat al-„aqd (ijab dan qobul), tidak 

boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz. 

Adanya kesimpangsiuran dalam Sighat al-„aqd (ijab dan qabul) 

akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama 

karena bertentangan dengan ishlah diantara manusia.  

3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau di takut-

takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha. 

Berdasarkan uraian diatas rukun akad mencakup, orang yang 

berakad, benda yang diakadkan, tujuan atau maksud pokok 

mengadakan akad, ijab dan qobul. 

4. Tujuan Akad 

Menepatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu 

pemulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan 

dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi 

tujuan akad dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya sebuah 

kemaslahatan serta henghindari kemudaratan, para fuqaha menegaskan 

bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru‘ atau 

bertentangan dengan hukum syara‘, sehingga dapat menimbulkan 

kemudharatan maka hukumnya haram.
33

 

5. Prinsip-Prinsip Akad 

                                                           
33 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, 89. 
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Hukum Islam telah menetapkan baberapa prinsip akad yang 

berpengaruh kepada pelaksanaan suatu akad yang dilaksanakan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:  

a. Prinsip kebebasan berkontrak  

b. Prinsip perjanjian itu mengikat  

c. Prinsip kesepakatan bersama  

d. Prinsip ibadah  

e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi 

f. Prinsip kejujuran (amanah)
34

 

 

6. Jenis-Jenis Akad 

Akad memiliki berbagai jenis-jenis dengan penjelasan lebih 

lanjutnya antara lain: 

a. Akad Murabahah, Murabahah berasal dari kata Ribh, yang 

berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Pelaksanaan jual 

beli dengan akad murâbahah, penjual harus mengungkapkan 

biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan marjin 

keuntungan yang disetujui. Bay‟ almurabahah adalah menjual 

barang dengan harga yang ditetapkan dipasaran dengan tambahan 

keuntungan yang diketahui. 

b. Akad Istishna‟, Pengertian istisna‟ merupakan sebuh akad yang 

dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu 

                                                           
34 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‟ah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2010), 35. 
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dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli 

sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Menurut ahli fikih, 

pengertian istisnâ‘ adalah suatu permintaan untuk mengerjakan 

sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya 

(bahan bakunya) dari pihak pembuat (tukang).  

c. Akad Salam, Akad salam disyaratkan berdasarkan dalil-dalil dari 

Al-Qur‘an, sunnah dan ijma‘ ulama. Akad salam atau salaf adalah 

penjualan sesuatu dimasa yang akan datang dengan imbalan 

sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan 

sifatnya dalam tanggungan. Para ulama Syafi‘iyah dan Hanabilah 

mendefinisikan akad salam sebagai sebuah akad atas sesuatu yang 

disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan 

tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis 

akad. 

d. Akad Bay al-Inah, Kata ‗al-„inah‖ berasal dari bahasa Arab yang 

berarti ―tunai‖ atau ―segera‖. Tetapi, yang dimaksud dengan bay 

al-„inah adalah menjual harta dengan bayaran angsuran, 

kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai. 

Menurut al-Bahuty, bay‟ al-„inah adalah penjualan barang kepada 

seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada 

pembeli, kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum 

mengambil bayarannya dengan uang tunai lebih kecil dari harga 

asalnya.  
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e. Akad Bay‟ al-Dayn, Bay‟ al-Dayn adalah suatu akad jual beli 

dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan (dayn). 

Bay‘ al-dayn adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip 

hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia 

dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang 

disetujui bersama. 

f. Akad Musyarakah, Pengertian syirkah (musyarakah) secara 

harfiah berarti percampuran. Menurut bahasa, syirkah adalah 

bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga 

keduanya tidak dapat dibedakan. Menurut ulama Syâfi‘iyyah, 

syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua atau lebih 

sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak 

pihak yang lain. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah 

transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan 

keuntungan.
35

 

 

7. Berakhirnya Akad 

Suatu akad dipandang berakhir apa bila telah tercapai tujuannya. 

Dalam akad jal beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apa bila 

barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah 

menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan penanggungnya 

(kafalah), akad dipandang telah berkhir apa bila uang telah dibayar.
36

 

                                                           
35 Eka Nuraini Rachmawati, Abu Mumin bin Ghani, ―Akad Penerbit Sukuk di Pasar 

Modal Indonesia Dalam Perspektif Fiqih,‖ 229. 
36 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, 90–100. 
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Akad berakhirnya dengan sebab fasakh (kematian). Berikut ini 

akan diuraikan satu persatu hal-hal menyebabkan akad berikut:  

a. Fasakh dengan sebab akad fasid (rusak). Dengan terjadinya akad 

fasid, seperti bai‟ majhul (jual beli objeknya tidak jelas), ataupun 

jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasakhkan 

karena kedua belah pihak ataupun oleh hakim, terkecuali bila 

terdapat halangan untuk menfasakhkan, contoh barang yang dibeli 

telah dijual atau dihibahkan.  

b. Fasakh dengan sebab khiyar. Terdapat orang yang punya hak 

khiyar boleh menfasakhkan akad. Akan tetapi, pada khiyar aibi 

kalau sudah serah terima, pendapat Hanafiyah tidak boleh 

menfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan ataupun berdasarkan 

keputusan hakim.  

c. Fasakh dengan iqalah (menarik kembali). Apabila salah satu pihak 

yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, dia boleh menarik 

kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridhaan pihak lain.  

d. Fasakh karena tidak ada tanfiz (penyerahan barang ataupun harga). 

contoh pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka 

akad ini menjadi fasakh.  

e. Fasakh karena jatuh tempo (habis waktu akad) ataupun 

terwujudnya tujuannya akad ini. Akad fasakh akan berakhir dengan 

sendirinya karena habisnya waktu akad ataupun telah terwujudnya 
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tujuan akad, contohnya akad ijarah berakhir dengan habisnya 

waktu sewa.
37

 

 

8. Hikmah Akad 

Akad dalam muamalah antara sesame manusia tentu mempunyai 

hikmah, antara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut: 

a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam 

bertransaksi atau memilih sesuatu. 

b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan sesuatu ikatan 

perjanjian, karena telah diatur secara syar‘i. 

c. Akad merupakan (payung hukum) di dalam kepemilikan sesuatu, 

sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. 

 

B. Muzara’ah 

1. Pengertian Muzara’ah 

Muzara‟ah artinya kerjasama pengolahan pertanian dengan pemilik 

lahan ataupun penggarap, dimana si pemilik tanah (lahan) menyerahkan 

sebidang tanah (lahan) pertanian kepada si penggarap untuk ditanami 

ataupun dipelihara dengan imbalan tertentu (nishab) dari hasil panen yang 

benihnya berasal dari pemilik tanah.38 

Menurut bahasa, Al-muzara‟ah yang berarti Tharh Al-Zur‟ah 

(melemparkan tanaman). Muzara‟ah memiliki dua arti yang pertama 

almuzara‘ah yang berarti Tharh al-Zur‟ah (melemparkan tanaman) 

                                                           
37 Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 61. 
38 Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, 218. 
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maksudnya adalah modal (al-budzar). Makna yang pertama adalah makna 

majaz, makna yang kedua adalah al-inbat makna hakiki makna kedua ini 

berarti menumbuhkan.
39

 

Menurut Mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh 

Muamalah) muzara‟ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara 

pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan 

pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan 

bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
40

 

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat muzara‟ah artinya 

pekerja pengelolah lahan dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan 

modal dari pemilik modal.
41

 

Menurut Imam Ibnul Qayyim berkata: muzara‟ah ini lebih jauh 

dari kata kelaziman dan kerugian dari pada ijarah. Karena dalam ijarah, 

salah satu pihak sudah pasti mendapakan hasil. Sedangkan muzara‟ah, 

apabila tanaman tersebut membauhkan hasil, maka keduanya mendpatkan 

untung apa bila tidak mendapatkan hasil buah maka menanggung kerugian 

bersama.
42

 

Muzara‟ah termasuk ke dalam sebuah kategori perbuatan yang 

diperbolehkan dalam Syariat Islam. Adapun alasan diperbolehkan 

muzara‘ah ini karena Rasulullah SAW melakukan kerjasama perkebunan 

dengan penduduk Khaibar dan mereka mendapatkan sebagian hasil kebun 

                                                           
39 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 152. 
40 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, 237. 
41 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 155. 
42 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari di Terjemah oleh Abdul Hamyyik Al-Kattani dkk 

(Jakarta: Gema Insani, 2005), 480. 
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pertanian itu. Alasan ini diperbolehkan karena ada kesepakatan dalil ulama 

Fiqh bahwa Musaqah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan 

oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
43

 

Bahwa mengenai bagi hasil disini harus mengetahui, menurut 

bahasa bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagai 

hasil yang keluar dari padanya. Perjanjian akad bagi hasil menjadi batal 

apabila pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai 

pengelola perkebunan atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan 

dengan perjanjian. Dalam keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab 

jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian tersebut. 

Dibolehkan kerjasama sistem bagi hasil mengingat ada pemilik 

kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola 

kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang 

tetapi tidak mempunyai halangan untuk berkebun, yang penting bagi 

keduanya dibuat perjanjian tegas, bagi hasil pemilik kebun dan penggarap 

berupa sepenuh, sepertiga atau dua pertiga sesuai dengan dengan 

perjanjian yang telah disepakati.
44

 

 

2. Dasar Hukum Muzara’ah 

a. Al-Qur‘an 

Dasar hukum muzara‟ah yaitu terdapat pada QS. Az-Zukhruf 

ayat 32 yang berbunyi: 

                                                           
43 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002), 139. 
44 Abudul Mana, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2004), 

143. 
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ٌْ فِى اىْحَيٰ٘جِ  ُٖ عِيْشَتَ ٍَّ  ٌْ ُٖ ْاَ تيََْْ َْ ُِ قسََ تَ رَتلََِّۗ ّحَْ ََ َُ رَحْ ْ٘ َُ ٌْ يقَْسِ ُٕ اَ

رَفعَْْاَ  َٗ ّْياَۙ  ٌْ تعَْعًا اىذُّ ُٖ يتََّخِذَ تعَْعُ قَ تعَْطٍ درََجٰتٍ ىِّ ْ٘ ٌْ فَ ُٖ تعَْعَ

 َُ ْ٘ عُ ََ ا يجَْ ََّ ٍِّ تُ رَتلَِّ خَيْزٌ  ََ رَحْ َٗ  ٢٣سُخْزِيًّا َۗ
 

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan 

dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian 

yang lain beberapa derajat, agar Sebagian dari mereka dapat 

memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari 

apa yang mereka kumpulkan.‖ (QS. Az-Zukhruf: 32) 

Kandungan ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT. memberi 

keleluasaan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan sosial 

dan senantiasa taat kepada-Nya dengan berbagai macam cara yang 

diperbolehkan. Dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits 

contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan 

kerjasama bagin hasil dalam pertanian yakni muzara'ah. 

b. Hadits 

Hadits yang membahas mengenai hukum muzara‟ah terjadi 

sebuah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Abu 

Hanafiah (80-150 H/699-767 M) dan Zufar ibn Huzail (782-774 M), 

pakar fiqh Hanafi, berpendapat bahwa akad al-muzara‘ah tidak boleh. 

Menurut mereka, akad al-muzara‘ah dengan bagi hasil, seperti 

seperempat dan seperdua, hukumnya batal.
45

 

Alasan Imam Abu Hanafiah dan Zufair ibn Huzail adalah 

sebuah hadis berikut: 

                                                           
45 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 276. 
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 َُّ َٖى وَسَلَّمَُ عَلَيْهُ  اللهُ صَلَّى اىَّْثِيَّ  أَ َّ  ِِ خَاتزََجِ  عَ َُ  اىْ
“Rasulullah SAW. yang melarang melakukan 

almukhabaraha”. (HR Muslim dari Jabir ibn Abdillah).
46

 

 

Menurut mereka, obyek akad dalam muzara‟ah belum ada dan 

tidak jelas kadarnya, dikarenakan yang dijadikan imbalan untuk petani 

adalah hasil pertanian yang belum ada (al-ma‟dum) dan tidak jelas (al-

jahalah) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak 

semula tidak jelas. Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, 

sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Obyek 

akad yang bersifat al-ma‟dum dan al-jahalah inilah yang membuat 

akad ini tidak sah. Adapun Perbuatan Rasulullah SAW. engan 

penduduk Khaibar dalam hadis yang telah diriwayatkan al-Jama‘ah 

(mayoritas pakar hadis), menurut mereka, bukan merupakan akad 

muzara‟ah, adalah berbentuk al-kharaj al-musaqamah, atau ketentuan 

pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah setiap kali 

panen dalam prosentase tertentu.
47

 

Ulama Syafi‘iyyah juga berpendapat bahwa akad muzara‟ah 

tidak sah, kecuali apabila muzara‟ah mengikuti pada akad almusaqah 

(kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan 

yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti akan dibagi menurut 

kesepakatan bersama). Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam 

pengelolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh 

                                                           
46 Muslim Ibn Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Nasaiburi, Shahih Muslim, 1997: Juz III, 

37.  

  
47 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 277. 
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dimanfaatkan untuk muzara‟ah (pertanian), maka menurut ulama 

Syafi‘iyah, akad muzara‟ah boleh dilakukan. Akad ini tidak berdiri 

sendiri, tetapi mengikuti pada akad al-musaqah. 

Muzara‟ah adalah salah satu bentuk syirkah, yaitu kerja sama 

antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan 

seperti halnya akad mudharabah, karena dibutuhkan oleh masyarakat. 

Dengan adanya kerja sama tersebut maka lahan yang menganggur bisa 

bermanfaat, dan bagi orang-orang yang menganggur bisa memperoleh 

pekerjaan.
48

 

Para sahabat telah sepakat baik melalui ucapan maupun 

perbuatan mengenai disyariatkannya muzara‟ah dan mukhabarah, dan 

tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. 

Muzara‟ah atau mukhabarah ini termasuk ke dalam syariat yang 

turun-temurun (syari‟ah mutawaritsah). Dikatakan demikian karena 

telah dipraktikkan oleh ulama Salaf dan ulama Kalaf.
49

 

 

3. Rukun dan Syarat Muzara’ah  

a. Rukun Muzara‟ah 

Menurut Hanafiyah rukun muzara‟ah ialah akad, yaitu ijȃb dan 

qabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunnya yaitu 

tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam.
50

 

                                                           
48 Ahmad Wardi Muchlis, Fiqh Muamalat (Jakart: CV Amzah, 2017), 394. 
49 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 

2016), 170. 
50 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 163. 
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Rukun muzara‟ah menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul, yaitu 

berupa pernyataan pemilik tanah, ―Saya serahkan tanah ini kepada 

Anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya‖; dan 

pernyataan penggarap ―Saya terima atau saya setuju‖. Sedangkan 

jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun 

muzara‟ah ada tiga, yaitu:  

1) Aqid (pelaku akad), yaitu pemilik tanah dan penggarap. Pelaku 

akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:  

a) Ahliyah (kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan 

mendapatkan hak sebagai pelaku akad.  

b) Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi 

(dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar‘i.  

2) Ma‟qud ‗alaih atau objek akad, harga atau barang yang menjadi 

objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli, hadiah 

dalam akad hibah, barang yang digadaikan dalam akad rahn, 

utang yang dijamin dalam akad kafalah. Objek akad yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat tanah dan pekerjaan 

penggarap.
51

 

3) Ijab dan qabul. Kata ijab dan qabul lebih spesifik dari dua belah 

pihak seperti yang diungkapkan Mahmashany. Ijab dan qabul 

menunjukkan kehendak dua belah pihak, adapun dua belah pihak 

masih bersifat umum, belum tentu menunjukka ijab dan qabul. 

                                                           
51 M. Hasanuddin, Oni Sahroni, Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan 

Implementasinya dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 33–37. 



38 
 

 
 

Namun demikian, baik ijab dan qabul maupun dua belah pihak 

termasuk dalam unsur (rukn) akad. Dua belah pihak atau lebih 

dalam istilah Mahmashany adalah pihak yang melakukan ijab dan 

qabul.
52

 

b. Syarat Muzara‟ah 

Menurut Mardani di dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah 

syarat-syaratnya muzara‟ah adalah:  

1) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada 

pihak yang akan menggarap. 

2) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada 

pihak yang akan menggarap.  

3) Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia 

menggarap lahan yang diterimanya.  

4) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan 

bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.  

5) Akad muzara‟ah dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas. 

6) Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara‟ah terbatas harus 

dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.  

7) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam 

dalam akad muzara‟ah mutlak.  

                                                           
52 Muhammad Maksum, ―Model-model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah,‖ Al-

Adalah, 1, XII (2014): 51. 
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8) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi 

lahan, keadaan cuaca, serta cara-cara yang memungkinkan untuk 

mengatasinya menjelang musim tanam.  

9) Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada 

pemilik lahan dalam akad muzara‟ah mutlak.  

10) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan 

mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh 

masing-masing pihak.  

11) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara‟ah 

dapat mengakibatkan batalnya akad itu.  

12) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang 

melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik 

lahan.  

13) Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan 

dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah 

dilakukan oleh penggarap.  

14) Penggarap berhak melanjutkan akad muzara‟ah jika tanamannya 

belum layak panen, meskipun pemilik lahan telah meninggal 

dunia. 

15) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama muzara‟ah 

yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak 

penggarap bisa dipanen.  
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16) Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan 

bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. 

17) Ahli waris berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad 

muzara‟ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.
53

 

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah 

sebagai berikut:  

1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas,  

2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa 

boleh ada pengkhususan  

3) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau 

seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul 

perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh 

berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal 

untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil 

panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui 

jumlah itu.
54

 

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen di antara 

kalangan ulama terjadi sebuah perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan 

menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja. Syarat yang 

berlaku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui). Dalam hal ini 

harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi 

                                                           
53 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, 238–39. 
54 Ibid, 239. 
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istihsȃn, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat 

muzara‟ah karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya 

kepada penggarap.
55

 

Syarat-syarat yang menyangkut dengan tanah yang akan 

ditanami adalah sebagai berikut.  

1) Tanah harus layak untuk ditanami. Apabila tanah tersebut tidak 

layak karena tandus misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut 

oleh karena muzara‟ah adalah suatu akad di mana upah atau 

imbalannya diambil dari sebagian hasil yang diperoleh. Apabila 

tanah tidak menghasilkan maka akad tidak sah.  

2) Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya 

tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan 

akad.  

3) Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga 

penggarap mempunyai kebebasan untuk menggarap.
56

 

Syarat-syarat yang menyangkut dengan masa berlakunya 

muzara‟ah disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, 

misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan 

(tidak jelas) maka akad muzara‟ah tidak sah. Para ulama berbeda 

pendapat mengenai batasan waktu dalam akad muzara‟ah atau 

mukhabarah. Ulama Hanafiyah mensyaratkan pembatasan waktu 

                                                           
55 Ahmad Wardi Muchlis, Fiqh Muamalat, 397. 
56 Ibid, 398. 
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secara jelas. Sedangkan Hanâbilah tidak mensyaratkannya. Adapun 

syarat yang berhubungan ijab dan qabul (shighah) dalam hal ini sama 

syaratnya dengan ijab dan qabul kaitannya dengan syirkah 

sebagaimana telah dikemukakan di atas.
57

 

4. Berakhirnya Akad Muzara’ah 

Secara umum berakhirnya muzara'ah disebabkan oleh:  

a. Petani penggarap mengundurkan diri, akibat dari kasus ini akad boleh 

untuk dibatalkan menurut ulama yang membolehkan muzara'ah. Jika 

berdasarkan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan maka harus 

mempekerjakan seorang pengganti pengelola lahan.  

b. Petani penggarap sudah tidak sanggup bekerja, akibat dari kasus ini 

pemilik tanah dapat memperkerjakan seorang pengganti, sedangkan 

imbalan dari bagi hasil pertanian menjadi haknya.  

c. Ada pihak dalam akad yang meninggal dunia, berdasarkan pendapat 

yang memperbolehkan muzara'ah posisi salah satu pihak tersebut 

dapat digantikan oleh ahli waris atau walinya.  

d. Kerjasama diakhiri oleh kedua belah pihak dan disepakati secara 

damai  

e. Waktu kesepakatan akad telah jatuh tempo, namun jika jangka waktu 

telah berakhir tetapi belum tiba masa panen kerjasama tetap hingga 

panen tiba dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan.
58
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5. Hikmah Muzara’ah 

Hikmah muzara‟ah dapat diilustrasikan dengan adanya kerjasama 

dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat dalam berekonomi. Yakni 

dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberi manfaat kehidupan 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ada seseorang yang 

mampu untuk menggarap lahan tetapi tidak mempunyai lahan untuk 

diolah. Ada juga orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu 

mengolahnya. Keduanya dapat menjalin hubungan kerjasama jika salah 

satu menyerahkan lahan dan bibit, serta yang lainnya mengelola tanah 

dengan tenaganya. Dalam kesepakatan mendapat sebagian hasil panen 

sesuai akad di awal perjanjian akan tercipta kemakmuran dan 

kesejahteraan antar masyarakat dengan adanya kerukunan dan perputaran 

roda ekonomi sesuai dengan ketentuan agama Islam.
59

 

 

C. Bagi Hasil (Musaqah) 

1. Pengertian Musaqah 

Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada 

pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya 

supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu 

dari hasil yang diurus sebagai imbalan.60 Musaqah adalah akad (transaksi) 

antara pemilik kebun/tanaman dan pengelola atau penggarap untuk 

                                                           
59 Ibid, 119. 
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nantinya memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu 

sampai tanaman itu berubah.
61

 

Menurut Syafi‘iyah, yang dimaksud musaqah adalah memberikan  

pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang 

lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan 

menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang 

dihasilkan pohon-pohon tersebut. Menurut Hanabilah musaqah mencakup  

dua masalah, yaitu:  

a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon 

anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan 

sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya 

atau setengahnya.  

b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum 

ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada 

tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah 

pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut munashabah 

mugharasah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon 

untuk ditanamkannya.
62
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2. Dasar Hukum Musaqah 

a. Al-Qur‘an 

Dasar hukum musaqah terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 

267 Allah berfirman: 

ا َٖ َِ  يٰٰٓايَُّ ا اىَّذِيْ ْٰٓ٘ ُْ ٍَ ا اٰ ْ٘ فِقُ ّْ َ ِْ  ا ا غَيثِّٰتِ  ٍِ ٍَ  ٌْ آٰ  مَسَثْتُ ََّ ٍِ ٌْ  اخَْزَجْْاَ َٗ َِ  ىنَُ ٍِّ 

لََ َۗۗ  الَْرَْضِ  ٘ا َٗ َُ ََّ ُْْٔ  اىْخَثيِْثَ  تيََ ٍِ  َُ ْ٘ فِقُ ْْ ُ ٌْ  ت ىسَْتُ َٗ  ِٔ ٰٓ  تِاٰخِذِيْ ُْ  الََِّ  اَ

ا ْ٘ عُ َِ ِٔ  تغُْ اَۗۗ  فيِْ ْٰٓ٘ َُ اعْيَ َٗ  َُّ َ  اَ يْذٌ  غَْيِ   اللّٰه َِ  ٣٦٢ حَ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk 

untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali 

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa 

Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267) 

Para sahabat nabi setelah turun ayat ini berlomba-lomba dalam 

berbuat kebajikan di antaranya. Talhah seorang hartawan dikalangan 

anshar datang kepada Nabi SAW memberikan sebidang kebun kurma 

yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Dijelaskan 

juga dalam surat an-Nisa ayat 29:  

...َۗ ٌْ ّْفسَُنُ ا اَ ْٰٓ٘ لََ تقَْتيُُ َٗ  َۗ ٌْ نُ ْْ ٍِّ ِْ تزََاضٍ  َُ تِجَارَجً عَ ْ٘ ُْ تنَُ ٰٓ اَ  ٣٢ ...الََِّ

“…kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di 

antara kamu…” (QS. An-Nisa: 29) 

Perkataan suka sama suka yang dijelaskan ayat tersebut menjadi 

dasar bahwa dalam melakukan transaksi harus dari kehendak diri 

sendiri tanpa tipu daya dan paksaan dan harus saling ridha di antara 

kedua belah pihak. Selain itu, dijelaskan juga tentang akad harus 

disempurnakan sesuai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur‟an 

surat at-Taubah ayat 75-77 yang berbunyi: 
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 َّ ْ٘ ىَْنَُ َٗ  َِّ ذَّقَ ٖٔ ىَْصََّ ِْ فعَْيِ ٍِ ِْ اٰتٰىْاَ  َ ىىَِٕ ذَ اللّٰه َٖ ِْ عٰ ٍَّ  ٌْ ُٖ ْْ ٍِ َٗ َِ يِحِيْ َِ اىصه ٍِ  َِّ

٢٧  َُ ْ٘ عْزِظُ ٍُّ  ٌْ ُٕ َّٗ ا  ْ٘ ىَّ َ٘ تَ َٗ  ٖٔ ا تِ ْ٘ ٖٔ تخَِيُ ِْ فعَْيِ ٍِّ  ٌْ ُٖ آٰ اٰتٰى ََّ ٌْ  ٢٦فيََ ُٖ فاَعَْقثََ

ا  ْ٘ ا مَاُّ ََ تِ َٗ  ُٓ ْٗ عَذُ َٗ ا  ٍَ  َ آٰ اخَْيفَُ٘ا اللّٰه ََ ٔٗ تِ َّ ْ٘ ًِ ييَْقَ ْ٘ ٌْ اىِٰى يَ ِٖ تِ ْ٘ ّفِاَقاً فيِْ قيُُ

 َُ ْ٘  ٢٢ينَْذِتُ

―Di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, 

“Sesungguhnya jika Dia memberikan sebagian dari karunia-Nya 

kepada kami, niscaya kami akan benar-benar bersedekah dan niscaya 

kami benar-benar termasuk orang-orang yang saleh (75). Akan tetapi, 

ketika Allah menganugerahkan kepada mereka sebagian dari karunia-

Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling seraya menjadi penentang 

(kebenaran) (76). Maka, (akibat kekikiran itu) Dia menanamkan 

kemunafikan dalam hati mereka sampai pada hari mereka menemui-

Nya karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka 

ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta (77).‖ 

(QS.At-Taubah: 75-77) 

b. Hadits 

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn 

al-Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh Hanafi, berpendirian bahwa 

akad musaqah diperbolehkan. Alasan kebolehan akad musaqah, 

menurut mereka adalah sebuah hadits dari Abdullah ibn Umar 

Radhiyallahu ‗anhuma: 

 َُّ ِٔ  اللُ  صَيَّى اللِ  رَسُ٘هَ  أَ ٌَ  عَييَْ سَيَّ َٗ وَ   ٍَ وَ  عَا ْٕ ا عَيىَ خَيْثزََ  أَ ٍَ ا يخَْزُجُ   َٖ ْْ ٍِ  

 ِْ ٍِ زٍ   ََ ْٗ  ثَ َ  .سَرْعٍ  أ

 

―Bahwa Rasulullah SAW, melakukan kerjasama perkebunan 

dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka 

mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu‖. (HR. 

Muslim)
63

 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah diperbolehkan 

dalam musaqah. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh 

dimusaqahkan hanya kurma. Menurut Syafi‘iyah pohon yang boleh 

                                                           
63 Shahih Imam Muslim, Kitab 9 Imam, Hadits no. 981 



47 
 

 
 

dimusaqahkan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut 

Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat 

dimusaqahkan, seperti tebu.  

Menurut Imam Malik musaqah dibolehkan untuk semua pohon 

yang memiliki akar kuat, seperti Delima, Tin, Zaitun, dan pohon-

pohon serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon 

yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik 

kebun tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Menurut 

madzhab Hanbali, musaqah diperbolehkan untuk semua pohon yang 

buahnya dapat dimakan. Dalam kitab al-Mughni, Imam Malik berkata, 

musaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan 

pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.
64

 

 

 

3. Rukun dan Syarat Musaqah 

a. Rukun Musaqah 

Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum melakukan musaqah 

maka diharuskan memenuhi 5 rukunnya, antara lain meliputi 

beberapa hal:  

1) Akad atau ijab qabul 

2) Pihak yang bertransaksi 

3) Lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek musaqah 

4) Kegiatan usaha yang akan dipraktikkan oleh pengelola lahan 

                                                           
64 Ibid, 149. 
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5) Kesepakatan tentang persentasi bagian yang didapat dari hasil 

musaqah
65

 

b. Syarat Musaqah 

Syarat musaqah adalah sebagai berikut:  

1) Ahli dalam akad. Sighat diantara keduanya 

2) Menjelaskan bagian penggarap.  

3) Membebaskan pemilik dari pohon.  

4) Hasil panen dari pohon dibagi dua antara pihak-pihak yang 

melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh 

sampai akhir.
66

 

 

 

4. Berakhirnya Akad Musaqah 

Akad musaqah berakhir terjadi apabila: 

a. Waktu perjanjian musaqah berakhir sesuai kesepakatan dalam akad di 

awal 

b. Salah satu pihak ataupun kedua belah pihak telah meninggal, jika ahli 

warisnya berkenan untuk meneruskan akad musaqah maka akad ini 

tetap diperbolehkan. 

c. Adanya suatu hal yang menghalangi masing-masing pihak tidak boleh 

meneruskan kesepakatan musaqah
67

 

                                                           
65 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 152. 
66 Ibid, 153. 
67  Ibid,, 155. 
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5. Hikmah Musaqah 

Adapun hikmah dari adanya musaqah yakni: 

a. Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong- 

menolong dan kemudahan dalam kehidupan manusia sehari-hari, 

saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.  

b. Kerjasama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar 

bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu 

memiliki sifat saling tolong-menolong, seperti firman Allah SWT 

sebagai berikut: 

َ شَذِيْذُ اىْعِقاَبِ  َُّ اللّٰه َ َۗاِ اتَّقُ٘ا اللّٰه َٗ ۖ ُِ ا َٗ اىْعذُْ َٗ  ٌِ ثْ ا عَيىَ الَِْ ْ٘ ُّ َٗ لََ تعَاَ َٗ٣ 
―Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2) 

 

Ayat tersebut menunjukkan bukti yang konkrit bahwa 

syariat Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari 

umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syariat tidak akan pernah 

didapati suatu tuntutan yang melewati batas kemampuan hambanya. 

Dalil-dalil tersebut juga mengindikasikan bahwa Allah 

memberlakukan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk 

memberikan kemudahan dan keringanan pada hambanya.  

c. Menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan dengan adanya 

kerjasama antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi
68

 

                                                           
68 Mubarok Said, ―Hadits tentang Peduli Lingkungan,‖ Al-Islah Jurnal Pendidikan, 109.  
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6. Perbedaan Musaqah dan Muzara’ah 

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ada perbedaan mendasar 

antara musaqah dengan muzara‟ah. Perbedaan dimaksud antara lain:  

a. Jika salah satu pihak dalam akad musaqah tidak mau melaksanakan 

hal hal yang telah disetujui dalam akad, maka yang bersangkutan 

boleh dipaksa untuk melaksanakan kesepakatan itu. Berbeda dengan 

akad muzara‟ah bahwa jika pemilik benih jika tidak mau kerjasama 

itu dilanjutkan sebelum benih disemaikan, maka ia tidak boleh 

dipaksa. Kebolehan memaksa salah satu pihak yang enggan untuk 

melaksanakan persetujuan yang telah disepakati dalam akad musaqah, 

karena menurut jumhur ulama, selain ulama Hanabilah, akad musaqah 

bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, dalam akad 

muzara‟ah sifatnya baru mengikat jika benih sudah di semaikan. Jika 

benih belum disemaikan, maka pemilik benih boleh saja untuk 

membatalkan perjanjian itu. Namun demikian, ulama Hanabilah 

menyatakan akad musaqah dan muzara‟ah merupakan akad-akad 

yang termaksuk ke dalam kategori akad yang tidak mengikat kedua 

belah pihak, karenanya boleh saja salah satu pihak yang melakukan 

akad membatalkanya.  

b. Penentuan tenggang waktu pada akad musaqah, menurut ulama 

Hanafiyah bukanlah sebagai salah satu syarat dalam akad musaqah. 

Pendapat ini mereka dasarkan atas kaidah istihsan (berpaling dari 

kehendak qiyas jali kepada qiyas khafi, karena ada dalil yang 
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menghendaki pemalingan ini) Atas dasar itu, penentuan lamanya akad 

musaqah itu berlangsung disesuaikan dengan adat kebiasaaan 

setempat sesuai dengan apa yang telah terjadi sejak dahulunya. 

Sedangkan dalam akad muzara‟ah, dalam penentuan tenggang waktu, 

terdapat dua pendapat di dalam pendapat mazhab Hanafi, Pertama 

mengatakan bahwa disyaratkan nya tenggang waktu yang dilakukan 

dalam muzara‟ah, dan pendapat yang kedua ialah tidak 

disyaratkannya tenggang waktu, tetapi diserahkan kepada adat 

kebiasaan setempat. Pendapat kedua inilah yang merupakan fatwa 

yang terkuat yang ada di dalam mazhab Hanafi.
69

 

                                                           
69 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 185. 
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